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Abstrak

Isu mengenai kasus pekerja migran menjadi fenomena yang banyak dibicarakan dalam dunia
internasional. Program Desbumi (Desa Peduli Buruh Migran) yang diinisiasi di Kabu-
paten Wonosobo oleh organisasi masyarakat sipil, dengan tujuan memperbaiki kondisi
pekerja migran melalui pemberdayaan komunitas. Desbumi memunculkan inisiatif berbagai
komunitas dengan tujuan yang relatif serupa yaitu advokasi kepentingan pekerja migran.
Pemerintah juga berinisiatif untuk menggagas program serupa pada tahun 2016, melalui
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program yang diberi nama Desa Migran
Produktif (Desmigratif). Namun, pada kenyataannya, pekerja migran masih mengalami ber-
bagai kasus. Permasalahan yang dialami oleh pekerja migran akan terus menerus ada dengan
bentuk yang bervariasi. Disinilah perlu adanya evaluasi terkait peraturan tersebut yang men-
jadi pelindung migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan
hukum migran menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta bagaimana evaluasi
program desmigratif dalam mewujudkan kepastian hukum pekerja migran. Penelitian ini
merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pen-
dekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Desmigratif
sebagai upaya mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia perseorangan dilakukan dengan
mengadakan Pusat Layanan Migrasi, yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang informasi
untuk memudahkan para calon pekerja migran dalam menyerap informasi, sehingga dapat
dikatakan bahwa pelaksanaan program Desmigratif sudah berjalan dengan baik, namun ter-
dapat beberapa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan program Desmigratif. Oleh ka-
rena itu, dibutuhkan upaya-upaya yang dilakukan demi mengurangi kendala tersebut.

Abstract

The issue of the case of migrant workers is a phenomenon that is widely discussed in the international
world. The Desbumi Program (Desa Cares for Migrant Workers) was initiated in Wonosobo District by
civil society organizations, to improve the conditions of migrant workers through community empower-
ment. Desbumi has initiated various community initiatives with relatively similar objectives, namely
advocating for the interests of migrant workers. The government also took the initiative to initiate a
similar program in 2016, through the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia. The program
is called Productive Migrant Village (Desmigrative). However, in reality, migrant workers still experience
various cases. The problems experienced by migrant workers will continue to exist in various forms. This
is where there is a need for an evaluation regarding these regulations that protect migrants. This study
aims to analyze the implementation of legal protection for migrants according to Law Number 18 of
2017 and how to evaluate desmigrative programs in realizing legal certainty for migrant workers. This
research is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The results of the
study show that the implementation of the Desmigrative program as an effort to reduce the number of
individual Indonesian migrant workers is carried out by establishing a Migration Service Center, which
is equipped with information support facilities to make it easier for prospective migrant workers to absorb
information so that it can be said that the implementation of the Desmigrative program has been going
well. However, several obstacles can hinder the implementation of the Desmigrative program. Therefore,
efforts are needed to reduce these obstacles.
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PENDAHULUAN

Kemampuan untuk bekerja adalah salah
satu hak dasar setiap warga negara (Parliament,
1985). Tujuan bekerja adalah untuk meningkat-
kan taraf hidup mereka. Menurut Pasal 27 UUD
1945, setiap warga negara Indonesia berhak atas
pekerjaan dan perlindungan yang layak atas hak
asasi manusia (Asyhadie, 2008). Namun demiki-
an, masih terdapat persoalan ketersediaan lapan-
gan kerja yang menyebabkan jumlah penganggu-
ran meningkat (Mulyadi, 2016). Masalah sosial
akan muncul sebagai akibat dari pertambahan
penduduk dan kurangnya kesempatan kerja. Pe-
merintah dituntut untuk menjamin hak atas pe-
kerjaan, antara lain melalui penciptaan lapangan
kerja (Ishak, 2007). Hal ini sesuai dengan UUD
1945 Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa
setiap orang berhak atas pekerjaan dan peng-
hidupan yang layak. Bangsa ini terus bergelut
dengan minimnya prospek lapangan kerja, yang
telah meningkatkan angka pengangguran. Masa-
lah sosial akan muncul sebagai akibat dari per-
tambahan penduduk dan kurangnya kesempatan
kerja(Nugroho et al., 2020). Prospek pekerjaan
masih menjadi tantangan di Indonesia (Indonesi-
an Bank, 2015). Tantangan ini ditimbulkan oleh
adanya perkembangan lingkungan pada tingkat
domestik, regional, maupun global. Perkemban-
gan ini berimplikasi terhadap kehidupan ber-
masyarakat dan mewarnai berbagai bidang ke-
hidupan (Fajar & Darwis, 2017). Apalagi di era
pandemi Covid-19 yang lalu, menjadi salah satu
efek domino atau reaksi berantai yang tak terelak-
kan karena terjadinya krisis ekonomi di tengah
pandemi (Rizkiana & Gerry, 2022). Badan Pusat
Statistik (BPS) melaporkan Tingkat Penganggu-
ran Terbuka (TPT) per Februari 2022 adalah 5,83
persen (BPS, 2022). Menjadi TKI menjadi salah
satu pilihan yang dipilih karena tidak banyak la-
pangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia.

Menurut Badan Perlindungan Pekerja Mi-
gran Indonesia (BP2MI), pada tahun 2021 ter-
dapat 72.624 pekerja migran Indonesia (PMI),
dengan 17.504 (atau 24%) di antaranya berasal
dari Jawa Tengah (BP2MI, 2022). Salah satu
hub pekerja migran Indonesia di Provinsi Jawa
Tengah adalah Kabupaten Wonosobo, yang me-
masok pasar tenaga kerja negara-negara Asia Ti-
mur dan Asia Tenggara termasuk Taiwan, Hong
Kong, Malaysia, dan Singapura (BP2MI, 2022).
Mayoritas buruh migran yang dipekerjakan se-
tiap tahun di Kabupaten Wonosobo berasal dari
pedesaan, dan tersebar di seluruh kecamatan
(Arifiartiningsih, 2016). Perlindungan menjadi
vital mengingat banyaknya jumlah pekerja mi-
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gran yang sudah berada di lapangan (Solang,
2011). Urgensi ini terkait dengan efek yang tidak
menguntungkan dari PMI yang berada di luar, se-
perti perbuatan yang melampaui apa yang dapat
diterima dalam perilaku manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia
melindungi pekerja migran (Ayunda et al., 2021).
Ketentuan peraturan perundang-undangan ini
yang mengacu pada Konvensi Internasional ten-
tang perlindungan hak-hak semua pekerja mi-
gran dan anggota keluarganya adalah ketentuan
tentang ketentuan perlindungan pekerja migran
(Morgan, 2019). Pemerintah perlu memastikan
keselamatan di tempat kerja dan memberikan
perlindungan atau bantuan hukum bagi para
pekerja migran sebagai tanggungjawab negara
terkait jaminan atas hak, kesempatan, dan per-
lindungan tanpa diskriminasi dalam hal apapun
(Anggriani, 2017). Pemerintah juga menciptakan
Inisiatif Desmigratif, sebuah program yang ter-
koordinasi dan terintegrasi. Program ini bertuju-
an untuk melindungi PMI dan keluarganya serta
memberikan perlindungan bagi TKI yang akan
bekerja di luar negeri dan setelahnya (Ketenaga-
kerjaan et al., 2017).

Kementerian Ketenagakerjaan, seluruh
kementerian dan organisasi lainnya, serta Peme-
rintah Desa berkolaborasi untuk melaksanakan
serangkaian tugas di bawah program ini. Peme-
rintah Desa, unit terkecil dari struktur pemerin-
tahan, akan lebih aktif terlibat dalam masalah
pelayanan dan penempatan PMI dengan bantu-
an program Desmigratif ini, mulai sebagai pusat
layanan informasi, komunikasi, dan komponen
penting penempatan, hingga koordinasi perlin-
dungan PMI dari pra penempatan hingga pasca
penempatan (Amin, 2019). Peran serta pemerin-
tah desa sangat penting dalam membantu war-
ganya yang ingin menjadi buruh migran melalui
proses yang benar dan legal (Fahrudin, 2016).
Banyak pejabat pemerintah daerah yang tidak
mengetahui adanya orang yang bekerja di luar
negeri karena banyaknya calo yang selama ini
aktif di masyarakat (Sri Rahmany, 2019). Men-
jadi penting bagi hukum untuk melindungi kary-
awan dalam situasi ini. Di satu sisi, ada sedikit
prospek untuk memperoleh kehidupan dan apa
manfaatnya, bahkan demi memperoleh jaminan
atau perlindungan kehidupan. Namun ternyata
ada UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5
Oktober 2020, selain UU Nomor 18 Tahun 2017
yang mengatur tentang TKI (Dumais, Bryan &
Maramis, 2022). Pemerintah ingin menciptakan
lapangan kerja melalui kemudahan berusaha,
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perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro,
kecil, dan menengah, perluasan ekosistem inves-
tasi, kemudahan investasi yang digagas pemerin-
tah pusat, dan percepatan proyek-proyek penting
nasional. Undang-undang hak cipta karya tentu-
nya harus mampu menjawab dan menyelesaikan
persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan
ketenagakerjaan sebagai sumber hukum (Neu-
nuny, 2021). Masalah perlindungan tenaga ker-
ja adalah topik rumit yang sering didiskusikan
oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk
memperjuangkan nasib mereka dan memasti-
kan bahwa mereka tidak diabaikan sementara
undang-undang dan peraturan yang berkaitan
dengan nasib mereka sedang ditulis, serikat pe-
kerja dan karyawan secara teratur mengorganisir
aksi unjuk rasa untuk menanggapi masalah ini.
Pekerja perlu dilindungi tidak hanya dari pemu-
tusan hubungan kerja, tetapi juga dari bahaya
saat melakukan tugas mereka dan memastikan
mereka menerima hak-hak hukum mereka (Su-
siana, 2017). Perubahan hukum yang berpotensi
mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan
salah satu peran hukum, khususnya sebagai alat
rekayasa masyarakat atau untuk mewujudkan pe-
rubahan sosial (Winda Apriani Zarona Harahap,
Asep Syarifuddin, 2021).

Oleh karena itu, dengan hadirnya Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang-Un-
dang Penciptaan Lapangan Kerja, penting untuk
memperhatikan keselamatan PMI yang bekerja
di luar negeri tanpa melalui operator penempa-
tan atau biasa disebut PMI perorangan. PMI in-
dividu tidak melalui operator penempatan saat
mencari pekerjaan. Seorang PMI individu hanya
dapat menghadapi semua potensi bahaya peker-
jaan jika bekerja untuk pemberi kerja yang me-
rupakan badan hukum (Atedjadi, 2015). Untuk
mengatasi masalah ini dan mengurangi potensi
ancaman pekerjaan, keterlibatan pemerintah
desa dalam program desmigrasi diharapkan ber-
hasil. Program Desmigratif dilaksanakan untuk
memberdayakan masyarakat desa dan melindun-
gi tenaga kerja dan keluarganya. Pemerintah desa
juga harus bekerja membangun masyarakat desa
dalam rangka mendukung pertumbuhan ekono-
mi desa.

Penelitian terdahulu yang berkaitan den-
gan topik Desmigratif adalah 1) Penelitian Awal
dkk pada tahun 2022 yang berjudul Pelaksanaan
Program Desa Migran Produktif Di Desa Ka-
ryamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten
Ciamis. Penelitian ini berfokus pada upaya op-
timalisasi program desmigratif untuk mengata-
si hambatan yang ditemui di Desa Karyamukti
(Awwal et al., 2020). 2) Penelitian Muh Khulukul

22

Amin pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul
Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)
Di Desa Payaman (Studi Tentang Pemberdayaan
Masyarakat di Desa Payaman Kecamatan Solo-
kuro Kabupaten Lamongan). Penelitian ini berfo-
kus pada faktor pendukung, faktor penghambat,
keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat me-
lalui program Desmigratif di Desa Payaman.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahu-
lu yang dipaparkan, terlihat belum ada satupun
topik penelitian yang membahas tentang analisis
program desmigratif yang ditinjau dari peraturan
perundang-undangan. Penulis memberikan spe-
sifikasi sub-topik berkaitan dengan analisis pro-
gram desmigratif di Kabupaten Wonosobo yang
ditinjau dari analisis Undang-undang Nomor 18
Tahun 2017.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka ru-
musan masalah dalam penelitian ini adalah 1)
Bagaimana pelaksanaan program desmigratif di
Kabupaten Wonosobo? 2) Apakah program des-
migratif telah mampu meminimalisir risiko kete-
nagakerjaan bagi para pekerja migran Indonesia
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 dan Undang-Undang Cipta Kerja?

METODE

Jenis penelitian hukum dalam penelitian
ini adalah yuridis normatif. Bambang Sunggono
dalam (Benuf & Azhar, 2020) menyampaikan
bahwa pendekatan yuridis normatif adalah suatu
pendekatan yang mengacu pada hukum dan pe-
raturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menganalisis peraturan pe-
rundang-undangan yang menjelaskan tentang
aspek-aspek hukum yang terkait dengan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran In-
donesia. Penelitian ini akan dilakukan dengan
cara meneliti bahan hukum primer (Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Un-
dang-Undang Cipta Kerja dan Undang-undang
serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait
dengan penelitian ini), bahan hukum sekunder
(buku-buku, referensi, makalah, hasil peneliti-
an dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti serta bahan hukum tersier (kamus
hukum, ensiklopedia).

Dalam penelitian yang agar memenuhi
kriteria ilmiah dan dapat mendekati kebenaran,
maka metode pendekatan yang digunakan ada-
lah pendekatan perundang-undangan (statuta ap-
proach) yang mengkaji tentang asas-asas hukum,
norma-norma hukum, dan peraturan perundang-
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undangan (Soekanto & Mamudji, 2001) Pengka-
jian dilakukan terhadap UUD 1945, Undang-un-
dang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Terhadap Pekerja Migran Indonesia dan peratu-
ran perundang-undangan lainnya yang terkait
dengan penelitian ini. Penelitian ini juga meng-
gunakan pendekatan konsep (conceptual approach)
dengan mengkaji literatur yang ada kaitannya
dengan program desmigratif yang dikaji dalam
penelitian ini.(Soekanto dan Mamudji, 2001)

Menurut Soekanto dan Mamudji (2001)
pengumpulan data dalam penelitian yuridis nor-
matif dilakukan dengan cara studi pustaka be-
rupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk
diteliti dengan cara mengadakan penelusuran ter-
hadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur
lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
atau sering disebut sebagai penelitian hukum ke-
pustakaan. Oleh karena itu, dalam proses pen-
gumpulan bahan, peneliti menggunakan studi
dokumenter, yaitu mengumpulkan bahan-bahan
kepustakaan yang berupa peraturan perundang-
undangan, jurnal, literature dan karya tulis yang
berhubungan dengan materi penelitian. Analisa
bahan hukum dilakukan secara kualitatif, artinya
bahan hukum kepustakaan dianalisis secara men-
dalam, adapun alasan digunakan metode analisis
kualitatif berdasarkan atas pertimbangan; bahan
hukum yang dianalisis diperoleh dari berbagai
sumber dan sifat dasar bahan hukum yang diana-
lisis adalah menyeluruh serta memerlukan infor-
masi yang mendalam. Selanjutnya untuk menja-
wab persoalan dalam penelitian ini, metode atau
cara penyimpulan bahan hukum dilakukan den-
gan cara deduktif yaitu dengan menarik suatu ke-
simpulan dari data-data yang sifatnya umum ke
khusus untuk mendapatkan kejelasan terhadap
suatu kebenaran sehingga memperoleh gamba-
ran yang jelas mengenai kajian yuridis mengenai
program desmigratif bagi paa pekerja migran In-
donesia yang ditinjau dari Undang-Undang No
18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Desmigratif

Pemerintah Indonesia melalui Kementeri-
an Ketenagakerjaan mengeluarkan sebuah kebi-
jakan dengan membentuk suatu program yang
bernama Desa Migran Produktif (Desmigratif).
Menurut (Bastaman, Nawawi, & Taharudin,
2020) program desmigratif adalah upaya tero-
bosan kementrian ketenagakerjaan bekerjasama
dengan berbagai lembaga untuk memberdaya-
kan, meningkatkan pelayanan serta memberi pe-
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lindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/
Pekerja Migran Indonesia di desa yang menjadi
kantong-kantong Pekerja Migran, dengan me-
nawarkan program-program unggulan yang dibu-
tuhkan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia/Pe-
kerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui
pemanfaatan potensi lokal dengan tidak menga-
baikan karakteristik daerah setempat. Dasar hu-
kumnya dapat dilihat melalui Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2017 tentang Desa Migran Produktif yang
kemudian dihapus dan dinyatakan tidak berlaku
setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kete-
nagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja
Migran Indonesia di Desa Migran Produktif.

Menurut Pasal 1 angka 1 Kepmenaker No-
mor 59 Tahun 2017, desa migran produktif ada-
lah sebuah desa dengan sebagian besar penduduk
bekerja di luar negeri. Para penduduk desa ini
memahami sistem penempatan dan perlindun-
gan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar
negeri. Selain itu, para penduduk desa ini memi-
liki usaha produktif yang mandiri berbasis kelu-
arga pekerja migran Indonesia, memiliki layanan
bagi anak-anak. Desa ini juga menunjukkan pe-
ran aktif Pemerintah Desa dalam melayani mi-
grasi serta melibatkan pemangku kepentingan.”
(Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indo-
nesia, 2017)

Menurut Pasal 6 Permenaker, terselengga-
ranya Desa Migran Produktif memiliki beberapa
tujuan, antara lain mewujudkan terbentuknya
Masyarakat Pekerja Migran Indonesia yang pro-
duktif, meningkatkan kesempatan kerja melalui
pengembangan usaha yang berhasil, dan mening-
katkan keterampilan masyarakat Desa Migran.
Ini juga bertujuan untuk membangun database
TKI di tingkat desa dan memberikan pendidikan
tentang prosedur migrasi yang legal dan aman.

Seluruh masyarakat Indonesia yang ber-
potensi menjadi kantong-kantong tenaga kerja
migran kini dapat mengakses program ini. Aki-
batnya, dapat dikatakan bahwa program desmi-
grasi berupaya memberikan otoritas, layanan,
dan perlindungan yang lebih baik kepada calon
migran dan migran saat ini di desa. Permuki-
man sasaran program adalah permukiman yang
menjadi enclave bagi pekerja migran. Melalui
pemanfaatan sumber daya lokal yang sesuai den-
gan lingkungan setempat, program desmigrasi ini
memberikan program peningkatan. Penempatan
dan perlindungan calon tenaga kerja yang akan
bekerja baik di dalam negeri maupun di luar ne-
geri merupakan tujuan lain dari kebijakan anti
keimigrasian ini. Dimulai di desa asal pekerja
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migran, perlindungan yang ditawarkan mem-
berdayakan pensiunan pekerja migran dan kelu-
arganya. Inisiatif ini diharapkan dapat berhasil
memberantas tindak pidana perdagangan orang
(human trafficking).

Program desmigratif terdiri dari empat
(empat) kegiatan utama, yaitu membangun com-
munity parenting, menciptakan koperasi sebagai
penguatan usaha produktif, mengembangkan
usaha produktif bagi keluarga pekerja migran
Indonesia dan pensiunan pekerja migran, dan
membangun pusat layanan migrasi. Kegiatan-
kegiatan tersebut terintegrasi, saling mendukung,
dan berkelanjutan dalam pelaksanaannya. Pe-
raturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun
2019, Pasal 7, mengatur penyelenggaraan keem-
pat program desmigrasi tersebut (Bastaman et al.,
2020).

Pertama, dengan membangun pusat in-
formasi dan layanan, pusat layanan migrasi me-
nawarkan layanan dan informasi migrasi. Selain
itu, pusat layanan ini membantu menyelesaikan
masalah yang dihadapi oleh pekerja migran. Me-
nurut Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor 2 Tahun 2019, pusat layanan mi-
grasi ini sudah memenuhi syarat. Selain bertugas
sebagai petugas desmigratif, petugas desmigratif
juga akan berperan sebagai penyedia layanan
dengan memberikan informasi pembuatan KIS
dan BPJS di luar pasar tenaga kerja sebagai bagi-
an dari layanan migrasi menyeluruhnya. Publik.
Melalui partisipasi aktif pemerintah desa, warga
yang ingin bekerja di luar negeri diberikan laya-
nan informasi pasar kerja, saran pekerjaan, infor-
masi tentang bekerja di luar negeri, dan layanan
dokumen di balai desa. Kemenaker menawarkan
pamflet yang dilengkapi dengan gambar agar ca-
lon TKI lebih mudah menyerap informasi yang
diberikan oleh Petugas Desmigrasi. Pamflet ini
membantu calon TKI memahami tata cara pem-
berangkatan TKI. Sumber daya tersebut antara
lain spanduk X untuk Balai Pelayanan Migrasi
Desmigrasi, pamflet tentang spesifikasi pembua-
tan AK-1, pamflet mengundang orang ke Balai
Pelayanan Migrasi, pamflet tentang persiapan
sebelum bepergian ke luar negeri, pamflet ten-
tang potensi masalah di negara penempatan, dan
pamflet untuk negara-negara yang memiliki mo-
ratorium penerimaan migran.

Kedua, kegiatan mengembangkan usaha
produktif. Kegiatan usaha produktif ini diatur
dalam Pasal 7 ayat (3) Permenaker Nomor 2 Ta-
hun 2019. Kegiatan ini ditujukan khususnya bagi
para purna pekerja migran Indonesia yang sudah
kembali ke daerah asal kemudian diarahkan un-
tuk membuka usaha di daerah asal sehingga di-
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harapkan setelah sukses menjadi wirausaha tidak
akan berangkat menjadi pekerja migran Indone-
sia. Kegiatan usaha produktif ini meliputi mem-
bantu para pekerja migran dan keluarganya agar
mereka memiliki keterampilan dan kemauan
untuk menumbuhkembangkan usaha-usaha pro-
duktif melalui kegiatan pelatihan, pendampin-
gan, dan bantuan sarana usaha produktif hingga
pemasarannya.

Ketiga, tindakan yang membantu pem-
bentukan komunitas untuk pertumbuhan dan
perkembangan anak, yang sering disebut sebagai
community parenting. Bagi para pekerja migran,
praktik ini disebut juga sebagai family develop-
ment. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor
2 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 4 mengatur tentang
pola asuh masyarakat. Program ini akan mem-
bantu masyarakat membentuk sekelompok orang
yang bertanggung jawab untuk menasihati kelu-
arga pekerja migran Indonesia tentang cara men-
didik, membesarkan, dan membimbing anak-
anak mereka dengan benar. Melalui inisiatif ini,
“Rumah Belajar Desmigratif”, sebuah fasilitas
belajar mengajar bagi anak-anak pekerja migran,
didukung oleh masyarakat setempat. Anak dibe-
sarkan, dirawat, dididik, dan dibimbing secara te-
pat dan benar oleh orang tua dan pasangan yang
tinggal di rumah agar dapat melanjutkan pendi-
dikan dan menumbuhkan kreativitasnya.

Keempat, prakarsa penciptaan dan per-
tumbuhan lembaga keuangan atau koperasi. Pe-
raturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun
2019 Pasal 7 Ayat 5 mengatur tindakan terkait
program pembentukan koperasi. Pendirian dan
pertumbuhan koperasi atau lembaga keuangan
merupakan tujuan dari kegiatan ini. Fasilitas ini
dimaksudkan untuk mendukung upaya produktif
masyarakat dalam jangka panjang dan berkelan-
jutan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung
program kesejahteraan koperasi bagi warga mau-
pun badan usaha milik masyarakat yang muncul
dari pelatihan praktik bisnis yang menguntung-
kan.

Keempat program tersebut dapat mening-
katkan keberhasilan program desmigratif karena
telah membantu masyarakat dalam memenuhi
sarana informasi, pemberdayaan keterampilan,
terselenggaranya koordinasi antar masyarakat,
dan adanya pemanfaatan layanan koperasi/lem-
baga keuangan dimana secara keseluruhan dapat
mencapai kualitas sumber daya manusia sesuai
kebutuhan yang diharapkan.

Pelaksanaan desmigrasi sebagai upaya untuk
mengurangi jumlah individu pekerja migran
Indonesia mengalami kendala.
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Ada tantangan yang menghalangi pelak-
sanaan program Desa Migran Produktif untuk
menurunkan jumlah PMI individu seiring den-
gan kemajuan program. Implementasi program
yang tepat waktu adalah tantangan pertama ka-
rena harus diselesaikan dengan benar dan da-
lam waktu yang ditentukan. Untuk memastikan
masyarakat mengetahui alur Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Program Desa Migran Produktif
lainnya, pemerintah harus dapat menjalankan
Program Desa Migran Produktif sesuai dengan
jadwal yang telah ditetapkan dengan proses yang
sederhana dan sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan.

Karena kurangnya sosialisasi dari dinas,
masih banyak masyarakat yang belum menge-
tahui informasi tentang Inisiatif Desa Migran
Produktif (Desmigratif), sehingga hanya sebagi-
an kecil masyarakat yang mengetahui program
ini. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hamida,
2021) bahwa, terdapat kendala dalam pemberian
informasi dan layanan migrasi diantaranya yaitu
adanya calo atau penyelanggara ilegal yang tidak
memiliki izin dari Dinas Ketenagakerjaan, se-
hingga bisa menghambat proses berjalannya para
TKI dalam pemberangkatan, serta kurangnya
pendampingan dari aparatur desa. Padahal ini
merupakan program dari kementerian yang me-
miliki banyak manfaat bagi masyarakat, namun
kurangnya sosialisasi dengan masyarakat dan
sedikitnya petugas menjadi salah satu kendala
masyarakat untuk mengetahui manfaat program
Desa Migran Produktif.

Ketiga, pemerintah desa tidak dapat meng-
gunakan perjanjian kerja sebagai bukti bahwa
masa kerja seorang Pekerja Migran Indonesia
(PMI) telah habis karena sistem yang dapat di-
akses oleh Kementerian Tenaga Kerja hanya
memberikan format bagi Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI) yang akan mendaftar di desa.
Selain itu sistem tidak menyediakan format data
konfirmasi keberangkatan yang memuat tanggal
keberangkatan CPMI dan konfirmasi kepulan-
gan Purna PM]I, sehingga CPMI dan Purna PMI
tidak wajib melapor ke pemerintah desa dan pe-
merintah desa tidak memiliki data valid data pen-
duduk yang keluar desa karena berangkat ke PMI
serta data penduduk yang masuk desa setelah pu-
lang dari PMI. Penggunaan Desmigratif sebagai
sarana untuk menurunkan PMI perseorangan
mungkin terhambat oleh hal ini. Berdasarkan
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Put-
ri, 2020) kendala lain yang dapat menghambat
program Desmigratif yaitu belum adanya koor-
dinasi yang baik mengenai penyaluran data dan
informasi yang seharusnya dilakukan antar pe-
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tugas sehingga dapat menghambat pelaksanaan
program Desmigratif. Permasalahan lain dalam
penelitian tersebut juga mengungkap tentang
permasalahan pengelolaan sumber dana yang
dirasakan oleh Disnaker Kabupaten Malang, yai-
tu dana yang diperoleh dari Kementerian Kete-
nagakerjaan belum dapat memenuhi kebutuhan
dalam menyelenggarakan program Desmigratif
di desa-desa yang telah terpilih sebagai Desa Mi-
gran Produktif.

Jaminan Sosial PMI menurut UU No. 18 Ta-
hun 2017

Ada dua cara untuk melihat jaminan so-
sial baik secara luas maupun sempit. Usaha yang
memberikan pencegahan dan pembangunan
meliputi (Kertonegoro, 2000): a. di bidang kes-
ehatan, keagamaan, KB, pendidikan, bantuan
hukum, dan lain-lain yang dapat dikategorikan
sebagai pelayanan sosial, termasuk dalam konsep
jaminan sosial (social security) yang luas. b. Peny-
embuhan dan penyembuhan, termasuk bantuan
bagi korban bencana alam, lansia, yatim piatu,
penyandang disabilitas, dan kelompok penyan-
dang disabilitas lainnya yang termasuk dalam
konsep bantuan sosial (social assistance). Perbai-
kan gizi, usaha, transmigrasi, koperasi, dan aspek
infrastruktur sosial lainnya adalah contoh pem-
binaan social infra structure. Sedangkan inisiatif
di bidang perlindungan ketenagakerjaan, berupa
bantuan sosial dan jaminan sosial, termasuk da-
lam jaminan sosial ini dalam arti yang lebih ter-
batas (Asikin, 2012).

Dibandingkan dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Per-
lindungan Tenaga Kerja Indonesia telah membe-
rikan perkembangan aturan yang lebih baik. Ke-
majuan ini terlihat dengan adanya pasal khusus
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penem-
patan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
serta tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran,
Hak Buruh Migran, Jaminan Sosial, Tugas dan
Tanggung Jawab dari Pemerintah Pusat dan Pe-
merintah Daerah. Pemerintah Pusat menawar-
kan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Indone-
sia dan Keluarganya dalam upaya perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia, sesuai Pasal 29 ayat 1
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Ten-
tang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hal
ini sejalan dengan pendapat Naek siregar dalam
(Erizal, Agusmidah, & Ningsih, 2020) yang me-
nyampaikan bahwa pasca keluarnya UU No. 18
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (UUPPMI) diatur mengenai pelindun-
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gan PMI dan anggota keluarganya. Masuknya
klausul pelindungan PMI dan anggota keluarga-
nya merupakan bentuk implementasi Konvensi
Internasional tentang Perlindungan Atas Hak
Pekerja Migran dan Anggota Keluargannya 1990
yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia me-
lalui UU No. 6 Tahun 2012 Tentang pengesahan
International Convention On The Protection Of The
Rights Of All Migrant Workers And Members Of
Their Families 1990.

Karena klausul ini, buruh migran Indone-
sia kini menggunakan BPJS Ketenagakerjaan,
bukan asuransi swasta. Dalam rangka menem-
patkan dan mengamankan tenaga kerja Indone-
sia, undang-undang ini menekankan dan mem-
perluas peran pemerintah sekaligus mengurangi
peran swasta. Dengan adanya program perlin-
dungan untuk perlindungan pra penempatan,
penempatan, dan pasca penempatan, UU No. 18
Tahun 2017 menawarkan jaminan Jaminan So-
sial bagi pekerja migran Indonesia. Perlindungan
ini telah dilaksanakan oleh perusahaan asuransi
yang tergabung dalam konsorsium asuransi. Se-
jalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
kini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
mengalihkan dan melaksanakan tanggung jawab
perlindungan tersebut. BPJS dapat bekerja sama
dengan pemerintah atau swasta untuk mengatasi
risiko yang tidak ditanggung oleh program Jami-
nan Sosial.

Pekerja Migran Indonesia Perorangan
(PMI perseorangan) adalah PMI yang bekerja
langsung di luar negeri sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 angka 4 UU PPMI (Pemerintah
Indonesia, 2017). PMI perseorangan adalah kata
lain yang sering digunakan untuk menyebut PMI
mandiri (juga dikenal sebagai TKI perorangan se-
belum berlakunya UU PPMI). Menurut Nisrina
Muthahari, overcharging (biaya penempatan yang
melebihi batas) yang harus ditanggung oleh peny-
elenggara penempatan menjadi pendorong bagi
PMI perseorangan (Muthahari, 2014).

Calon PMI perseorangan harus menca-
ri sendiri peluang kerja di luar negeri dan tidak
dibenarkan untuk mencari peluang kerja mela-
lui pihak lain serta harus berhubungan langsung
dengan calon pengguna di luar negeri (BNP2TKI,
2011). Dengan proses mendapatkan pekerjaan
secara langsung dengan pemberi kerja, keuntun-
gan yang didapatkan PMI perseorangan adalah
biaya yang lebih rendah serta tidak adanya po-
tongan gaji dari pihak lain (pihak ketiga dalam
proses penempatan) (BNP2TKI, 2011).
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UU Perlindungan Pekerja Migran Indo-
nesia (PPMI) tidak mengatur syarat khusus bagi
calon PMI yang akan bekerja sebagai PMI per-
seorangan, namun sesuai dengan amanat pasal
89 UU PPMI yang menyatakan bahwa peraturan
pelaksanaan dari UU PPTKILN dinyatakan ma-
sih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
UU PPMI, maka pengaturan tentang PMI per-
seorangan yang terdapat dalam Peraturan Men-
teri Tenaga Nomor PER.14/MEN/X/2010 ten-
tang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri juga ma-
sih berlaku. Dalam Permenaker tersebut terdapat
pengaturan bahwa untuk dapat bekerja di luar ne-
geri, calon PMI perseorangan harus mengajukan
permohonan kepada BNP2TKI untuk menda-
patkan KTKLN dengan syarat harus melampir-
kan bukti permintaan calling visa dari pengguna,;
perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh
pengguna dan pekerja migran Indonesia (Minister
of Manpower and Transmigration, 2010).

Hal ini juga tercantum dalam UU Perlin-
dungan Pekerja Migran Indonesia yang terdiri
atas pengaturan spesifik mengenai perlindungan
terhadap pekerja sejak sebelum bekerja, selama
bekerja dan setelah bekerja. Peraturan ini meli-
puti pengaturan tentang perlindungan dan hak
PMI, jaminan sosial bagi PMI, serta tugas dari
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pe-
merintah daerah untuk melindungi PMI13. Pen-
gaturan mengenai perlindungan terhadap PMI
merupakan wujud jaminan dari negara atas hak
asasi sekaligus hak konstitusional yang tercantum
dalam Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2) UUD
NRI 1945. Rumusan pasal 33 UU PPMI meny-
atakan bahwa: “Pemerintah Pusat dan Pemerin-
tah Daerah memberikan perlindungan hukuman
terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai den-
gan ketentuan peraturan perundang-undangan,
hukuman negara tujuan penempatan, beserta
hukum dan kebiasaan internasional.” Secara
umum perlindungan terhadap PMI dijamin oleh
pemerintah pusat sesuai dengan rumusan pasal
39 huruf a jo. huruf g UU PPMI. Pasal 39 hu-
ruf a UU PPMI menyatakan bahwa pemerintah
pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab un-
tuk menjamin perlindungan calon PMI dan/atau
PMI dan keluarganya sementara pasal 39 huruf g
menyatakan bahwa pemerintah pusat juga mem-
punyai tugas dan tanggung jawab untuk melaku-
kan upaya guna menjamin pemenuhan hak dari
PMI secara optimal selama bekerja di luar negeri
Pemberian perlindungan terhadap PMI menurut
UU PPMI terbagi menjadi tiga tahapan meliputi:
Perlindungan Sebelum Bekerja, Perlindungan Se-
lama Bekerja, Perlindungan Setelah Bekerja.



Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah / INTEGRALISTIK Volume 34 (1) (2023)

Perlindungan sebelum bekerja dan setelah
bekerja merupakan tugas dan tanggung jawab
dari pemerintah daerah, meliputi pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupa-
ten/kota. Hal tersebut diatur dalam pasal 40 hu-
ruf e jo. pasal 41 huruf e. Pasal 40 huruf e UU
PPMI menyatakan bahwa salah satu tugas dan
tanggung jawab pemerintah daerah provinsi ada-
lah “memberikan perlindungan Pekerja Migran
Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja”
sementara pasal 41 huruf e UU Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa
pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai
tugas dan tanggung jawab untuk “memberikan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum
bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/
kota yang menjadi tugas dan kewenangannya”.
Sementara perlindungan selama masa bekerja se-
perti yang dimaksud pasal 7 huruf b UU PPMI
merupakan tanggung jawab dari pemerintah pu-
sat melalui badan yang dibentuk oleh Presiden
sesuai dengan pasal 46 ayat (1) jo. pasal 47 huruf
d UU PPMI. Pasal 46 ayat (1) berbunyi “Tugas
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksa-
nakan oleh Badan yang dibentuk oleh Presiden”
sementara pasal 47 huruf d UU PPMI meny-
atakan bahwa badan bertugas sebagai pelaksa-
na kebijakan dalam “memberikan Pelindungan
Selama Bekerja dengan berkoordinasi dengan
Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan
penempatan.”

Analisis Perbandingan Perlindungan Pekerja
migran Perseorangan yang ditinjau menurut
UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia dengan Undang-
Undang Cipta Kerja

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelin-
dungan Pekerja Migran Indonesia adalah peny-
empurna dari undang-undang yang sudah ada
sebelumnya, yaitu UU No.34 Tahun 2004 ten-
tang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri. Tan dan Shahrullah
dalam (Rosalina & Setyawanta, 2020) menyam-
paikan bahwa Undang-undang ini merupakan
ketentuan hukum yang dibentuk sebagai pro-
sedur penempatan pekerja migran, seperti pela-
tihan pra-penempatan, program pra-keberang-
katan, pemeriksaan kesehatan, perlindungan
pekerja, penyelesaian perselisihan, pengawasan
penempatan dan kegiatan pelindungan untuk pe-
kerja migran Indonesia di luar negeri Indonesia.
Sedangkan, Undang-Undang Cipta Kerja meru-
pakan undang undang atau produk hukum secara
tertulis dengan tujuan memberikan kepastian dan
perlindungan bagi tenaga kerja. UU Cipta Kerja
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didalamnya juga terdapat aturan terkait pekerja
migran Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja adalah bagi-
an dari struktur konstitusional yang normal da-
lam dinamika regulasi dan pemerintahan Indo-
nesia. Karena dokumen hukum yang baik harus
mencerminkan adat-istiadat sosial dan agama
yang relevan dengan Indonesia, maka Undang-
Undang Cipta Kerja (Ommnisbus Law) telah di-
sahkan dan membawa perubahan pada tatanan
umum kehidupan masyarakat Indonesia (Neunu-
ny, 2021). Jika kita melihat lebih dekat pada isi
UU Cipta Kerja, kita melihat bahwa UU PPMI
memiliki 4 pasal revisi dan 1 pasal baru yang
merupakan bagian dari UU Cipta Kerja. Revisi
Pasal 51 tentang izin usaha P3MI dan Pasal 57
tentang perpanjangan izin usaha P3MI menjadi
perhatian bersama. Ini akan berdampak pada
bagaimana masing-masing PMI dilindungi serta
cara terbaik memanfaatkan program deportasi
saat ini. Tabel 2 mencantumkan modifikasi yang
dilakukan terhadap UU PPMI dan UU Cipta
Kerja

Menurut pasal 51, Pemerintah melalui UU
Cipta Kerja memberikan kemudahan izin dalam
pendirian Perusahaan Penempatan Tenaga Ker-
ja, padahal perubahan ini justru dapat melong-
garkan pengawasan dan evaluasi pemerintah
pada P3MI dalam penempatan pekerja migran.
Selain itu perubahan izin P3MI dalam UU Cip-
ta Kerja belum diberikan keterangan yang jelas
akan diterbitkan melalui lembaga yang mana, se-
hingga dikhawatirkan lembaga tersebut tidak me-
miliki kapasitas dan pengalaman yang cukup ten-
tang permasalahan pekerja migran secara umum.
P3MI berperan sangat penting dalam mencegah
buruh migran keluar negeri secara ilegal atau
tanpa mengikuti prosedur yang benar. Ditambah
lagi, orang-orang di kota memiliki mata hitam
dan mudah dibujuk oleh tawaran yang dibuat oleh
bisnis penempatan karena kurangnya pendidikan
di daerah tersebut dan tekanan ekonomi. Meski-
pun ada banyak perusahaan penempatan yang
beroperasi saat ini yang melakukan perekrutan
massal tanpa memperhatikan legal atau tidaknya
pekerja migran, mereka hanya fokus pada penca-
paian tujuan keuangan mereka. Dikhawatirkan,
perusahaan yang tidak diawasi pelaksanaannya
oleh Pemerintah secara kontinyu dapat menye-
babkan permasalahan yang serius bagi pekerja
migran tersebut. Perlindungan pekerja migran
Indonesia mungkin terancam serius oleh rencana
legislator untuk mempercepat izin pendiriannya
berdasarkan Pasal 51 UU Penciptaan Lapangan
Kerja dengan menghapus izin Menteri yang ber-
sangkutan.
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Tabel 1. Jenis-jenis perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang terkandung dalam UU PPMI

Jenis Perlindungan

UU PPMI

Pembinaan dan pengawasan

Bantuan dan perlindungan
kekonsuleran

Bantuan hukum

Pembelaan atas pemenuhan
hak- hak PMI

Perlindungan dan bantuan
lainnya

Upaya diplomatik
Pendataan dan pendaftaran
Pemantauan dan evaluasi

Fasilitasi pemenuhan hak
Pekerja Migran Indonesia

Fasilitasi penyelesaian kasus
ketenagakerjaan

Pemberian layanan jasa
kekonsuleran
Pendampingan, mediasi,
advokasi, dan pemberian
bantuan hukum

Pembinaan terhadap Pekerja
Migran Indonesia;

Fasilitasi repatriasi

Pembinaan dilakukan dengan melakukan pembekalan kepada
PMI selama berada di negara tujuan penempatan, sementara
pengawasan dilakukan atas pelaksanaan penempatan dan perlind-
ungan terhadap PMI.

Terdapat pemberian layanan jasa kekonsuleran yang tidak dijelas-
kan lebih lanjut bentuknya.

Bantuan hukum dilakukan dengan memberikan jasa advokat
terhadap PMI.

Terdapat fasilitasi pemenuhan hak PMI.

Tidak diatur mengenai perlindungan lainnya bagi PMI selama
bekerja di luar negeri.

Tidak diatur tentang perlindungan melaluijalur diplomatik bagi
PMI selama bekerja di luar negeri.

Pendataan dan pendaftaran dilakukan oleh atasa ketenagakerjaan
atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap Pemberi Kerja,
pekerjaan, dan kondisi kerja.

Terdapat fasilitasi pemenuhan hak PMI.

Penyelesaian kasus ketenagakerjaan difasilitasi ~ oleh badan.

Tidak diatur lebih lanjut mengenai pemberian layanan jasa
kekonsuleran.

Perlindungan terhadap PMI berupa ketempat hal tersebut diberi-
kan oleh pemerintah dan diatur dalam pasal 21 ayat (1) namun
tidak terdapat pengaturan lebih lanjut dalam UU PPMI.

Pembinaan dilakukan dengan memberikan pembekalan kepada
Pekerja Migran Indonesia selama berada di negara tujuan penem-
patan.

Fasilitas repatriasi berupa bantuan memulangkan PMI ketika
terjadi bencana alam, perang, wabah penyakit, deportasi oleh
negara tempat PMI bekerja dan PMI masalah di negara tempat ia
bekerja.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 2. Perubahan yang dalam UU PPMI dan UU Cipta Kerja

Pasal UUPMI

UU CIPTA KERJA

Pasal 51

pihak ketiga.

Pasal ini menunjukkan bahwa untuk
dapat beroperasi sebagai Perusahaan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
sesuai Pasal 49 huruf b, perusahaan
harus mendapat izin tertulis dari
Menteri dalam bentuk SIP3MI yang
tidak dapat dipindahtangankan dan
tidak dapat ditransmisikan kepada

Pada UU ini, Pemerintah Pusat memberikan
izin kepada Perusahaan Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia sesuai Pasal 49 huruf b den-
gan izin yang memenuhi persyaratan perizinan
berusaha yang tercantum pada ayat (1) tidak
dapat diubah atau diberikan kepada pihak lain.
Perizinan berusaha wajib mengikuti ketentuan,
peraturan, pedoman, dan standar yang ditetap-
kan oleh Pemerintah Pusat.
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Pasal 57  Setelah mendapat rekomendasi, Sedangkan pada UU ini, Pemutakhiran data
SIP3MI diberikan untuk jangka wajib disampaikan oleh Perusahaan Penem-
waktu 5 (lima) tahun dan dapat patan Tenaga Kerja Indonesia dalam jangka

diperpanjang setiap 5 (lima) tahun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
sekali. (2) Perusahaan Penempatan = Terkait Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja
TKI dapat memperoleh perpanjan-  Indonesia tidak memberikan pemutakhiran

gan SIP3MI sebagaimana dimak- data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sud pada ayat (1) Pasal 54 apabila Perusahaan dapat memperbaharui izin dengan
memenubhi kriteria sebagai berikut membayar denda keterlambatan selambat-lam-
selain yang disebutkan dalam ayat batnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tang-
tersebut: Pada saat menerima SIP- gal habis masa berlakunya. Persyaratan denda
3MI, perusahaan wajib memenuhi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat
tanggung jawabnya untuk mem- (2) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan
berikan laporan bulanan kepada perundang-undangan yang berlaku.

Menteri; menyelesaikan penempatan
paling sedikit 75% (tujuh puluh lima
persen) dari rencana penempatan;
memiliki sarana dan prasarana

yang memenuhi persyaratan yang
ditetapkan; perusahaan tidak dalam
keadaan ditangguhkan; memiliki
saldo keuangan selama dua (dua)
tahun terakhir tanpa menimbulkan
kerugian; dan telah melaporkan dan
menyampaikan syarat-syarat seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (1) untuk divalidasi kembali. (3)
Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja, Perusahaan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia wajib me-
nyampaikan pemutakhiran data dan
memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2). Perusahaan
Penempatan Tenaga Kerja Indone-
sia dapat melakukan pemutakhiran
SIP3MI paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah jatuh tempo
dengan membayar biaya keterlam-
batan dalam hal pemutakhiran data
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak disampaikan. Ketentuan lebih
lanjut mengenai biaya keterlambatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Tambah- Pada saat berlakunya Undang-Undang tentang
an Pasal Cipta Kerja, pengertian atau makna SIP3MI
89A dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017

tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
menyesuaikan dengan ketentuan mengenai
Perizinan Berusaha.

Sumber: Hasil Analisis, 2022
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Lembaga yang mengeluarkan izin P3MI
juga diduga memiliki kompetensi dan pengeta-
huan yang memadai tentang kesulitan pekerja
migran. Di sisi lain, UU Cipta Kerja tampaknya
telah mengurangi persyaratan untuk memperba-
rui izin usaha P3MI, yang telah menyebabkan
masalah serius dengan kebijakan seputar proses
perpanjangan izin P3MI (Pasal 57). Menurut UU
PPM]I, izin perusahaan penempatan berlaku sela-
ma 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap
5 (lima) tahun atas usul Instansi. Sebelum adanya
UU Cipta Kerja, perpanjangan izin usaha P3MI
hanya perlu melakukan pemutakhiran data. Se-
baliknya, UU PPMI memiliki sepuluh tanda per-
syaratan untuk perpanjangan tersebut.

Selain itu, pencantuman Pasal 89A yang
membandingkan Surat Izin Perusahaan Penem-
patan Tenaga Kerja Indonesia (SIP3MI) dengan
persyaratan Izin Usaha ini, dapat mempersulit
pengawasan terhadap P3MI. Pada kenyataannya,
sejumlah calo “nakal” dan perusahaan penem-
patan terlibat dalam operasi perekrutan, pena-
hanan, keberangkatan, dan bahkan pemulangan
yang tidak jujur, yang berkontribusi pada bebera-
pa masalah dengan perlindungan pekerja migran
Indonesia. Mulai dari pemerasan selama proses
perekrutan, mendapatkan bayaran yang tidak se-
suai dengan kontrak, berujung pada gaya hidup
yang tidak sesuai di negara penempatan, kesuli-
tan untuk kembali ke negara asal, dan terakhir,
kasus perdagangan manusia.

Upaya Optimalisasi Program Desmigratif
untuk Mengurangi PMI Perseorangan
Berdasarkan hasil temuan di atas menun-
jukkan bahwa perlu adanya upaya optimalisa-
si dan perbaikan program Desmigratif untuk
mengurangi jumlah PMI Perseorangan. Model
optimalisasi pusat layanan komunikasi desmi-
gratif yang dapat dikembangkan, khususnya di
masa setelah pandemi Covid-19 adalah dengan
mengembangkan pola komunikasi yang berke-
lanjutan (Ardiyanti, 2020). Dalam menerapkan
komunikasi ini perlu untuk memasukkan komu-
nikasi risiko sebagai pertimbangan utama, se-
hingga komunikasi pemerintahan khususnya
pemerintah desa harus disesuaikan dengan
kelompok-kelompok yang berbeda. Kelompok
berbeda yang dimaksud adalah pembagian ke-
lompok sasaran berdasarkan usia,. Pemerintah
desa dapat mengelompokkan mana golongan
muda dan golongan tua untuk membantu
mempermudah efektivitas penyampaian pesan.
Selain itu komunikasi pemerintahan desa juga
harus memperhitungkan aspek perilaku bagai-
mana orang bereaksi dan bertindak atas saran
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dan informasi yang diterima. Pemerintah desa
diharapkan tidak lengah dan sudah siap siaga
dengan berbagai opsi atas segala kemungkinan
yang terjadi melalui pengembangan jenis komu-
nikasi ini.

Upaya optimalisasi yang kedua adalah
mengembangkan layanan informasi Desmigra-
tif yang lebih adaptif dan memanfaatkan per-
kembangan teknologi yang didukung dengan
melibatkan warga. Pelibatan warga ini seperti
melibatkan salah satu tokoh masyarakat yang
mempunyai pengaruh untuk terlibat menjadi
petugas dengan sebelumnya diikutkan pelatihan
Desmigratif. Pelatihan ini bertujuan untuk mem-
bagikan informasi, melakukan pelatihan,
serta memonitor dan mengantisipasi masuknya
calo serta menjadikannya sebagai ruang berba-
gai informasi. Pusat Layanan Informasi Desmi-
gratif juga dapat membuat grup di media sosial
yang didalamnya beranggotakan para sasaran
penerima informasi. Bagi yang tidak terjang-
kau karena alasan keterbatasan ekonomi, bisa
menggunakan media cetak berupa surat yang
berisikan informasi yang serupa. Opsi lain-
nya informasi bisa disampaikan oleh tetangga
atau anggota keluarga lainnya yang tergabung di
dalam grup. Selain itu, pusat layanan informasi
desmigratif juga dapat memberikan pendampin-
gan langsung pada golongan usia yang le-
bih muda dalam menggunakan platform video
conference sebagai media dalam pelatihan dan
pemberdayaan secara daring, yang diberikan
kepada golongan usia tua atau PMI purna

Upaya optimalisasi lainnya adalah mela-
kukan penguatan kapasitas petugas desmigratif,
petugas desa dan BLK melalui media grup
di media sosial. Hal ini menjadi bentuk mengem-
bangkan kualitas sumber daya manusia

SIMPULAN

Program desmigratif di Wonosobo terdiri
dari empat (empat) kegiatan utama, yaitu mem-
bangun community parenting, menciptakan kope-
rasi sebagai penguatan usaha produktif, mengem-
bangkan usaha produktif bagi keluarga pekerja
migran Indonesia dan pensiunan pekerja migran,
dan membangun pusat layanan migrasi.

Pelaksanaan program Desmigratif menja-
di salah satu bentuk upaya mengurangi jumlah
pekerja migran Indonesia perseorangan. Namun,
dalam penerapan program ini diperlukan peran
serta Pemerintah Desa yang lebih tinggi dengan
memberikan dukungan yang lebih, baik dari segi
sumber daya manusia, materil ataupun non ma-
teril, sehingga dapat mengoptimalkan program
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Desmigratif yang sudah berjalan. Selain itu,
dibutuhkan upaya optimalisasi tersebut dapat di-
lakukan proses pendampingan yang berkelan-
jutan. Proses pendampingan ini sangat penting
untuk direalisasikan agar dapat mengurangi jum-
lah para pekerja migran perseorangan sehingga
terwujudnya jaminan sosial yang maksimal bagi
para pekerja migran Indonesia.
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